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GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan
daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat,
hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur
standar biaya perjalanan dinas;

bahwa pengaturan komponen standar biaya perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun
berdasarkan  perhitungan atas kebutuhan  riil,
disesuaikan dengan tingkat kemahalan, kemampuan
daerah dan kekhususan otonomi khusus Papua, serta
memperhatilkan Peraturan Preciden Nomor 22 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang



Mengingat

Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 48384);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 18);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun



Menetapkan

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Lampiran angka romawi [ angka 2 (dua) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun

2020 tentang Standar biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 42) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

I.  TAKSI DAN TRANSPORTASI DARAT:

Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam Negeri diberikan
dengan sistemn lumpsum yang diatur sebagai berikut:

2. Transportasi Darat

a.
b.
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™
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k.
L.

m.

Manokwari — Teluk Bintuni Rp5.000.000,- pergi-pulang (PP)
Kota Sorong — Maybrat Rp3.000.000,- pergi-pulang (PP)

Kota Sorong — Tambrauw Rp5.000.000,- pergi-pulang (PP)
Kota Sorong — Sorong Selatan Rp3.000.000,- pergi-pulang (PP)
Kota Sorong — Kab. Sorong Rp600.000,- pergi-pulang (PP)

Kota Sorong — Kab. Raja Ampat Rp700.000,- pergi-pulang (PP)
(tiket kapal laut)

Manokwari - Pegunungan Arfak Rp5.000.000,- pergi-pulang (PP)

Manokwari — Manokwari Selatan Rp1.500.000,- pergi-pulang (PP)
Manokwari - Sorong Rp8.000.000,- pergi-pulang (PP)

Manokwari - Sorong Selatan Rp7.000.000,- pergi-pulang (PP)
Manokwari - Tambrauw Rp5.000.000,- pergi-pulang (PP)
Manokwari - Maybrat Rp6.000.000,- pergi-pulang (PP)
Manokwari - Teluk Wondama Rp9.000.000,- pergi-pulang (PP)



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juni 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D.MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 11.

NIP. 10650810 1099203 1 022



